BUPATI KEPAHIANG
PROVINSI BENGKULU

PERATURAN BUPATI KEPAHIANG
NOMOR ‘72 TAHUN 2017

TENTANG

PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

Menimbang :

Mengingat :

TAHUN ANGGARAN 2017

BUPATI KEPAHIANG,

bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan pasal 6 Peraturan Daerah
Nomor 08 Tahun 2017 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 perlu ditetapkan
Peraturan Bupati Kepahiang Tentang Penjabaran Perubahan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran
2017;

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan
Negara yang Bersih dan bebas dari Korupsi, kolusi dan
Nepotisme ( Lembaran Negara Republik Indonesia tahu 1999
Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3851 );

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara ( Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, tambahan
Lembaran Negara Nomor 4286 );

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2003 tentang Pembentukan
Kabupaten Lebong dan Kabupaten Kepahing di provinsi
Bengkulu ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4349 ),

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara ( Lembaran Negara Tahun 2004, Nomor 5, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4355 ); '

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolahan Dan Tanggung]awab Keuangan Negara ( Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400 );
Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional ( Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421 };
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Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan Antara Pemeritah Pusat dan Pemerintah Daerah
( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438 };
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Pasar dan
Retribusi Daerah ( Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 130,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049 );
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tantang Pemerintahan
Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587 ) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5679 );

Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan
dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahaan Daerah
( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090 );
Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak
Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001
Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4138 );

Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi
Daerah { Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001
Nomor , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4139 );

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolahaan Badan Layanan Umum ( Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4502 };

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar
Akutansi Pemerintahan ( Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5165 );

Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman
Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4574 );

Peraturan Pemerintah "Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana
Perimbangan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4575 );

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tanun 2005 tentang Sistim
Informasi Keuangan Daerah ( Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4576 );

Peraturan Pemerintah Nomor 02 Tahun 2012 tentang Hibah
( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 05,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272 );
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Menetapkan:
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Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolahan Kuangan Daerah ( Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 4578 );

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman
Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal
( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 4585 );

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pengelolaan
Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah ( Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 4614 };

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang

Pedoman Pengelolaan -Keuangan Daerah, Sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah;

Peraturan Menteri Dalamn Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang
Pedoman Tata Cara Pembayaran Hibah dan Bansos yang
bersumber dari APDB, Sebagaiman telah diubah dengan
PeraturanMenteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang
perubahan pertama atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
32 Tahun 2011 tentang Pedoman Tata Cara Pembayaran Hibah
dan Bansos yang bersumber dari APBD;

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 162/PMK.07/2015 jo
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 155/PKM.07/2016 tentang
Hibah dari Pemerintah Pusat Kepada Pemerintah Daerah;
Peraturan Menteri Dalamn Negeri Nomor 31 Tahun 2016 tentang
Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun 2017;

Peraturan Daerah Kabupaten Kepahing Nomor 08 Tahun 2016
tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran
Daerah Kabupaten Kepahiang Tahun 2017 Nomor 8)

MEMUTUSKAN

PERATURAN BUPATI KEPAHIANG TENTANG PENJABARAN
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2017

Pasal I

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 terdiri

atas .



1. Pendapatan

a. Semula Rp. 698.516.614.851,51
b. Bertambah Rp. 23.663.926.600,00
JumlahPendapatan Setelah Perubahan Rp. 722.180.541.451,51
2. Belanja
a. Semula Rp. 712.066.489.450,26
b. Bertambah Rp. 29.477.561.019,31
C.
Jumlah Belanja setelah Perubahan Rp. 741.544.050.469,57
Defisit Anggaran setelah perubahan (Rp. 19.363.509.018,06)
_ 3. Pembiayaan
a. Penerimaan .
1. Semula Rp. 15.549.874.598,75
2. Bertambah Rp. 5.813.634.419,31
Jumlah Penerimaan setelah perubahan Rp. 21.363.509.018,06
b. Pengeluaran
1. Semula Rp. 2.000.000.000,00
2. Bertambah/berkurang Rp. -
Jumlah Pengeluaran setelah perubahan Rp. 2.000.000.000,00
Jumlah pembiayaan Netto setelah perubahan Rp. 19.363.509.018,06

Sisa lebih anggaran pembiayaan setelah perubahan  Rp. -

Pasal 2

Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud
dalam pasal 1 dirinci lebih lanjut dalam lampiran Peraturan ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dari peraturan ini.
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Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan agar setiap orang
mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati dalam berita
Daerah.

Ditetapkan di Kepahiang
Pada tanggal 26 Oktober 2017
= BUPATI KEPAHIANG  f—
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HIDAYATTULLAH SJAHID / 1

Diundangkan di
Pada tanggal 26 Qktober 2017
SEKRETARIS DA H KABUPATEN KEPAHIANG

ZAMZAMI ZUBIR,SE,MM. t p

BERITA DAERAH KABUPATEN KEPAHIANG TAHUN 2017 NOMOR : 72



